PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010

Menimbang

Mengingat

TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PASURUAN,

bahwa dengan adanya ketentuan tentang tata cara
perhitungan bantuan keuangan kepada partai politik yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 dan ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik maka Peraturan
Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 tentang
bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu mengubah Peraturan Daerah Kota
Pasuruan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor
551);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran  Negara
Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02
Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5189);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun
2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5246 );

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan tahun 2007, Nomor 01)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 05);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010
tentang bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 06,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PPERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun

2010 tentang bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik

(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 06,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0535)

diubah sebagai

berikut :



1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada
Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan
suara hasil Pemilu.

(2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil
penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan
oleh KPU.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 5

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai
politik yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut:

a. besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik
yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah
bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi
dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kota
periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara
yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum,;

b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan
dalam APBD setiap tahun untuk partai politik adalah
jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan
dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud
pada huruf a; dan

c. jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun
kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara
partai politik hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai
bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 Pasal, yaitu
Pasal 5 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5 A

(1) APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah APBD tahun
anggaran 2008 untuk penghitungan bantuan keuangan
kepada partai politik tahun 2009-2014 dan seterusnya.

(2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah
jumlah suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum 2004
yang mendapatkan kursi di DPRD, untuk penghitungan
bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009-
2014 dan seterusnya.



(3) Besarnya nilai bantuan per suara untuk Partai politik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah
Rp. 4860,- (empat ribu delapan ratus enam puluh
rupiah).

4. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 6
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Pengurus Partai politik mengajukan permohonan
tertulis kepada Walikota untuk menyalurkan dana
bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai
Politik.

(2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan
ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik kepada
Walikota.

(3) Surat permohonan bantuan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan
dokumen pengesahan dari KPUD.

(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kota dan Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum
Partai Politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola
keuangan daerah atas persetujuan Walikota.

(2) Ketua atau sebutan lain partai politik menyampaikan
tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang
disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 3 Mei 2012

WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,

HASANI



Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 15 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,
Ttd,

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012, NOMOR 11

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd,
MIMIN D. JUSUF, Bc.HK

Pembina
NIP. 19570324 198503 2 002




PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik ini adalah menyesuaikan dengan ketentuan
di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik danPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik .

II. PASAL-PASAL

Pasal I

angka 1 : Cukup jelas.
angka 2 : Cukup jelas.
angka 3
Pasal 5 A ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Formulasi perhitungan Nilai bantuan per
suara untuk Partai politik Rp. 4860, sebagai
berikut :

jumlah bantuan APBD Tahun Anggaran 2008 :

jumlah perolehan suara Pemilu Tahun 2004 bagi
Partai Politik yang mendapatkan kursi DPRD =

437.500.000 = 4860
90.014
angka 4 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012,
NOMOR 11



